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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah serta menguji
keberlakuan Hukum Wagner di Kota Payakumbuh tahun 2010-2023. Jenis data dalam
penelitian ini yaitu data sekunder berupa data tahunan PDRB atas dasar harga konstan, tingkat
kemiskinan, dan realisasi pengeluaran pemerintah daerah yang diperoleh dari publikasi resmi
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif time series dengan model Vector
Autoregression (VAR) dan Uji Kausalitas Granger untuk melihat arah hubungan antar variabel.
Sebelum dilakukan pengujian, data terlebih dahulu diuji stasioneritasnya menggunakan
Augmented Dickey-Fuller (ADF) test serta penentuan panjang lag optimal. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara PDRB dan pengeluaran pemerintah,
serta hubungan antara tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah di Kota Payakumbuh.
Selain itu, hasil pengujian juga menunjukkan adanya kecenderungan keberlakuan Hukum
Wagner, dimana peningkatan PDRB diikuti oleh peningkatan pengeluaran pemerintah daerah.
Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan
tidak selalu bersifat langsung, sehingga efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada
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